
BlJPATI SUMENEP 
· .PROVINS! JAWA TIMUR 

·PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

' ' 

a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha 

perdagangan sektor informal yang merupakan 

perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu 

diberi kesempatan berusaha guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya; 

b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

merupakan usaha perdagangan sektor informal, akan 

mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya; 

c. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima perlu dikelola, 

ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar 

keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat 

bagi pertumbuhan perekonomiaJ:'.l dan. ma:syarakat serta 

terciptanya adanya lingkungan yang baik dan sehat; 
. . . 

d. bahwa berda:sarkan pertimba,ngan · · ·sebagaimana 

dimaksud dalam hurur· a, huruf b, dah huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan 

Peniberdayaan Peciagang Kaki Lima; 

Menginga( . :1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik 

· Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Norn.or. i2 Tahun · 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tim1.1r (Lerribaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 · Nomor 19, 

Tamhahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2930), sebagaimana diubah · de~gan . Undang-Undang 
.· . . 

Nomor 2 Tahun· i965· tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun . 1950 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negc:1.ra: Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undanga.Uridang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikto, Kecil dan Menengah 

(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

93, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia 

•·. Norn.or 4866); 

4. Undangc:Uridang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan · 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 · Tahun 2014 

tentang Pemerintahan, (Lembaran Negara Repuolik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 201 7 ten tang Pembinaan Dan Pengawasan 

Penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 

2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pe.mberdayaan 

Pedagang Kaki Lima .(Lembaran Negara . Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri<Nomor 80. Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hb.kuni· Oaerah (Berita 

Negara RepublikJndonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep . Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Ketettiban Umum (Lembaran Daerah 

Kabupa.ten Su.menepTahun 2002 Nomor 32); 

12. Peraturan Daera.h Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Surrienep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 

2016 Nomor 10). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

dan 

BUPATI SUMENEP 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN .'·. DAN · 

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAK1 LIMA. 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

3. Bupati adalah Bupati Sumenep. 

4. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah, pelaku 

usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan 

· . sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan 
! 

prasarana kabupaten, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan 

barigunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang • bersifat 

sementara/tidak menetap. 

5. Penataaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah 

melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, 

pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan 

memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, keseha:tan, 

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan d.an sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis 

dalam bentuk penumbuha.n iklim . usaha dan pengembangan us~a 

terhadap PKL sehingga mampu tuinbuh • dan berkembang baik 

kualitas maupun kuantitas usahanya; 

7 .. Lokasi PKL adalah tempat ··untuk menjalankan usaha PKL yang 
. . 

berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerint~h daerah 

· dan/atau swasta. 
. . . 

· 8. · Lokasi Binaan adalah. lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya 

bagiPKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen 

maupun sementa.ra .. 

. 9. Tanda Daftar Pedagarig Kaki Lima, yang selanjutnya di~ingkat TD 

PKL; ·. adalah ~urat yang d.ikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk 

sebagai tanda bu.kti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat 

kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi 

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 



10. Relokasi adalah pemindahan .dan/atau penempatan berdagang bagi 
, . ' ' 

PKL sesuai perunttikannya" yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dan/atau swasta. 

BAB II 

RUANG LING~UP DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : 

a. Penataan PKL; 

b. Pemberdayaan PKL 

Pasal 3 

(1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. 

(2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pendataan PKL; 

b. pendaftaran PKL; 

c. penetapan lokasi PKL; 

d. pemindahan, penghapusan dan peremajaan PKL. 

(3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. fasilitasi akses permodalan; 

b. penguatan kelembagaan; 

C; pembinaan dan bimbingan teknis; 

d. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. 

Pasal 4 

Bentuk pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

berupa: 

a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; 
, .• .• •• , I 

b. perigembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekoriomi yang 

lain; 

c. bimbingan untuk memperolehp~ningkatan permodalan; 

d. peningkatan sarana dan prasarana PKL. 
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Pasal 5 

Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adala.h: 

a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi 
• '•'• •\• I 

sesuai dengan peruntukannya; 

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi 

usaha ekonomi mikro yang tangguh dan niandiri; d~n . . 
. . .. · . I 

c. untuk mewujudkan kabupaten yang bersih, ·indah, tertib dan arhan 

dengan sarana dan prasarl;ln.a· perkotaan yang memadai dan 

berwawasan lingkungan. 

BAB III 

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

Bagian Kesatu 

·Pe:ndataan PKL 

·Pasal 6 

(1) Bupati ,melalui Dinasterkait melakukan pendataan PKL. 

I/ 

(2) Pendataan PKL seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama 

aparat Kelurahan/Desa dengan tahapan sebagai berikut: ' "' 

a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; 

b. memetakan lokasi; dan 

c. melakukan validasi/ pemuktahiran data. 

(3) Pendataan PKL didasarkan pada: 

a. identitas PKL; 

b. lokasi PKL; 

c. jenis tempat usaha; 

d. bidang usaha; dan 

e. modal usaha. 

(4) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Pendaftaran PKL 

Pasal 7 

(1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pendaftaran PKL, 
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1, 

(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan· 

bersama dengan aparat kelurahan/Desa. 

(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha. 

Pasal 8 

(1) Setiap PKL wajib memiliki TD PKL yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

(2) TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama PKL 

menjalankan usahanya dan dapat dilakukan evaluasi setiap 2: (qua) · 

tahun sekali. 

(3) Pendaftaran TD PKL tidak dipungut biaya. 

(4) PKL di lokasi binaan wajib bergabung dengan paguyuban PKL .. 

Pasal9 

(1) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kateg6ri PKL, yaitu : 

a. PKL lama; dan 

b. PKLbaru 

(2) PKL lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria 

sebagai _berikut: 

a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai 

peruntukannya; dan/ atau _ 

b~ PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang 

tidak sesuai peruntukannya ditetapkan sebagai lokasi sementara.; 

c. PKL ·yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai 

peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat 

dilakukan relokasi. 

(3) PKL baru merupakan PKL yang belum perriah berusaha sebagai PKL di 
I 

Daerah. 

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permdhonan 

pendaftaran usaha melalui Dinas yang membidangi urusan penataan 
r 

dan pemberdayaan PKL. 

• I 
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Pasal 10 

(1) Pendaftaran usaha bagi PKL meliputi: 

a. permohonan TD PKL; 

b._ penerbitan TD PKL; 

c. perpanjangan TD PKL; dan 

'' 
I 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha ibagi PKL 

sebagaimana dimakslid pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Billpati. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Lokasi PKL 

Pasal 11 

(1) Bupati menetapkan lokasi tempat kegiatan usaha PKL . sesi.lai · 

peruntukannya. 

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan derigan 
·, 

memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekon1mi, 

keamanan, ketertiban dan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan 

yang dilengkapi dengan papan nama lokasi dan jumlah PKL. 

Pasal 12 

(1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdfri ata~: 

a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan 

h. Lokasi PKL yang bersifat sementara .. 
. . I 

(2) Lokasi PKL yang bersifat permanensebagaimana dimaksud pada ayat (lJ 
. . 

huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang dipe~ntukk~n1 

sebagai.tempat usaha PKL. 

(3) _Lbkasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurufb merupakan lokasi tern pat U:saha PKL yang terjadwal dan bersifat 

. sernentara. 

(4)Ketentuan lebih. lanjut mengenai. Lokasi PKL sebagaimana di~aksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengari Keputusan Bupati. 

I 

ll:, 



-9-

Pasal 13 

(1) Lokasi dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut: 

a. Zema merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; 

b. Zen.a kuning yaitu 16kasi yang bisa tutup buka berdasarkan wakµi 

dart tempat; 

c. Zoha hijau .yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. 
1

·""'; 
11t (2) Zona· ~erah sebagaJmana dimaksud pada ayat (1) huruf a merup~~r '. 

. . . . : : ' ! 

wilayah sekitar tempat ibadat, sekolah, rumah sakit, komplek1 mifitet, 1
. 

jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yarig telali 
. . / . • ' ., . ' " ' : '1 I~ ' 

ditentukan · dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukart 

lain berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(3) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang 

berdasarkan: 

a. W aktu adalah : 

1. seluruh pasar tumpah di Daerah berdagang pada jam tertentu· 

yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB; 

2. pedagang kuliner dari jam 17 .00 WIB sampai 04.00 WIB; 

3. pedagang yang berada di sekitar pabrik/perusahaan/kawasan 

industri berdagang pada jam tertentu. 

b. Tempat, yaitu pada kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah 

tidak digunakan, depan toko dan sekitar lapangan olahraga y~g 

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

(4) Zona hijau sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, 

konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
, 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat usaha sebagain::ran~ ' 
. .I. ·. ) 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan a.yat (4) diatur dengan Pieratt,1ran: 
. . I 

Bupati. ,. · 

I :!.'~ 

',, 



-10-

Bagian Keempat 

Pemindahan, penghapusan lokasi dan 

Peremajaan lokasi PKL 

Pasal 14 

(1) Bupati berwenang untuk rnemindahkan, menghapus dan m~remajakan 

lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, 

ketertiban dan tata ruang wilayah. 

''.i, (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat 
. . 

dilakukan pemindahan atau relokasf PKL ke tempat/niang yang sesuai 

peruntukannya. 
r· 

·rN. (3) Pemindahan, penghapusan dan Peremajaan lokasi PKL ditetapkan, !1 

dengan Keputusan Bupati. · ·1 

·1 

(4) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

m~ningkat~an fungsi prasarana, sarana dan utilitas kabupaten. \. 

BAB IV 

PEMBERDAYAAN PKL 

Pasal 15 

! ' 

(1) Untuk pengembangan usaha PKL, Bupati melakukan pember:dayaan 

berupa: 

a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; 

b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang 

lain; 

c. bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; 

d. peningkatan sarana dan prasarana PKL. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi kewenangannya. 

(3) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam 
I 

ran:gka penataan dan pemberdayaan PKL. 
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BABV 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN 

PKL mempunyai hak antara lain: 

a; mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL; 

b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkarl ' oleh 

Bupati; 

c. mendapatkan informasi dan sosialisasi kegiatan usaha; 

d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan 

pendampingan dalam pengembangan usahanya dan; 

e. mendapatkan pendampingan untuk memperoleh pinjaman 

permodalan dengan mitra Bank dan lembaga keuangan lainnya. 

Pasal l 7 

,,i,, PKL mempunyai kewajiban : 

a; merriatuhi peraturan perundang-undangan; 
. l 

b. mematuhi waktu kegiatan usahayang telah ditetapkari oleh Bupati; 
I 

c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dru;i 

kesehatan lingkungan tempat usaha; 

d. menempatkari, menata barang dagangan dan peralatan dagangan 

· dengan tertib dan teratur; 

e. tidak mengganggu lalu lintas dari ketertiban umum; 

f. :rnenyerahkan tem.pat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti 

rugi dctlam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati 

· selall1a 6 (enam) bulan atau mengosongkan lokasi sewaktu~w'aktu 

lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah dengan 

me'nyediakan tempa~ i-elokasi yang layak; dan 

g. menempati lokasi usaha sesuai dengan TD PKL. 

I 
\ ! 
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Pasal 18 · 

.PKL·dilarang melakukan haf.,.hal sebagai berikut: 

a. melakukan kegiatari' usahanya di ruang umum diluar loka:~i yang. 

ditetapkan sebagaUokasi PKL; 

b. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi serta fasilitas 

lokasi usaha PKL yang 'telah ditetapka,n oleh Bupati; , .· 
1
,, 

c. menempati lokasi usaha PKL untuk kegiatan tempat tinggal; 

d. berpindah lokasi usaha dan/ atau memindahtangankan TD PKL tan pa 

izin Bupati; 

e. menelantarkan dan/ atau membiarkan kosong lokasi usaha 1 tan pa 

kegiatan secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan (kalender),; 

f. mengganti bidang usaha tanpa seizin Bupati; 

g. memperdagangkan barang illegal; 

: 

h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau 

mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan ,. di 

.. sekitarnya; 

1. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang 

ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal; 

J. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan roda tiga a tau 

lebih dilarang berdagang di tempat parkir, pemberhentian sementara, 

drainase atau trotoar; dan 
':',,. t,.,..~ ·! '! ,. 

k. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepad~ 

pedagang lainnya tanpa seizin Bupati. 

1. PKL yang tidak memiliki TD PKL dilarang berjualan. 1: 
• • I •• I· 

Pasal _19 

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL ·pada 

fasilitas umum yang dilarang digunakari untuk lokasi usaha PKL. 
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BABVl 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini i< ·~t,l'I(,' i' 

dilakuka:n oleh Bupati. i,,: .. 

l (2) Dalamr~ngka pembinaan dan.pengawasan sebagaimana dimaksJd p~d~· 

ayat (1) Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yan& 

ditetapkan denganJ<.eputusan Bupati. 

(3) Ket~ntuan lebih lanjut . mengenai pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
' ' ~ 

BAB VII 

SANKSI ADMJNISTRA TIF 

Pasal 21 

(1) Setiap PKL yang melangg&r ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 dapat dikenakan sanksi administratif. 

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. teguran tertulis; 

b. pembekuan TD PKL; 

c. pencabutan TD PKL; dan/ atau 

d. pencabutan izin hak dan guna bangunan/lahan. 

(3) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati. 

Pasal22 

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi admiinistratif 
• I· . ,··. 

berupa denda minimal Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah}. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kabupaten Sumenep. 

Diundangkan di Sumenep 
pada tanggal 24 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT N SU ENEP, 

Ir. EDY 
Pembina U 
NIP. 19650 

Muda 
99003 1 014 

Ditetapkan di Sumenep 
pada tanggal 24 Juli 2018 

BUP~ENEP, 

)s,6; 
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 11. 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP: 157-11/2018 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

'I'ENTANG 

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

I. UMUM 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaJ?:a perdagangan sektor 

informal yang merupakan perw:ujudan hak masyarakat:dalam berusa.ha:/' 

perlu diberi kesempatan untuk beru~aha guna memenuhi kebutuhJ . ' . ' . . 

hidupnya dan perlu mendapatkan .pembinaan untuk pertumbuhan dan 
. . 

perkembangan serta perlu juga diadakan perier:tiban dalam rangka 

mewujudkan lingkungan Kabupaten yang bersih, sehat, rapi dan indah.· 

Disamping. itu . secara ekonomi · dan. sosi.al rriemiliki nilai-nilai luhur 

berupa kerja keras, kemandiriari, keharmonisan dan kreatifitas '''juga 

memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah. 
. . . . . . 

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya 
·, ' 

keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga 

masyarakat di Daerah: Selain itu keberhasilan dalam penataai;i dan 

pembinaan PKL di ·· Daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 
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Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 
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Yang dimaksud dengan. Pasar Tumpah adalc;tJr pasar yang . ' ' 

beraktivitas pada waktu tertentu dengan rrienggunakan sebagian 

badan jalan. 

Ayat (4) 

Cukupjelas 

_Ayat (5)_ 

· Cukup jelas 

Pasal 13 

·cukupjelas 

Pasal 14 . 

. Cu1rup jelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 
· 
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Pasal l9. 

CuJ.{u.p jelas 
• • j • 

Pasal 20 · 

Cukupjelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal23 

Cukupjelas 


